
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.939, 2017 KEJAKSAAN. Indikator Kinerja Utama. Tahun 

2015-2019 
 

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER-005/A/JA/06/2017 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA   

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan 

dalam melaporkan pencapaian visi, misi, tujuan dan 

sasaran sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, 

kegiatan, kinerja dan anggaran dalam penjabaran tugas 

dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu 

menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator 

Kinerja Utama; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Jaksa Agung  tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65); 

6. Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama 

(IKU; 

9. Peraturan Jaksa Agung   Nomor PER-009/A/JA/01/2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik 

Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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1459); 

10.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1842); 

11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2016 

tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 

Tahun  2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1577); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEJAKSAAN REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 2015-2019. 

 

Pasal 1 

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi 

pemerintah. 

 

Pasal 2 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana 

pembangunan jangka menengah, rencana kinerja tahunan, 

rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan 

kinerja, serta evaluasi capaian kinerja. 

 

Pasal 3 

Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 

2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa 

Agung ini. 
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Pasal 4 

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi capaian kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh masing-

masing penanggung jawab program dan disampaikan kepada 

Jaksa Agung. 

 

Pasal 5 

(1) Reviu, evaluasi dan penilaian atas laporan kinerja 

Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

(2) Hasil reviu, evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung. 

 

Pasal 6 

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.939 
-5- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Juni 2017 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

H. M. PRASETYO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 11 Juli 2017  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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